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RINGKASAN

AFIA EKSEMINA PHASCALINA TAHOBA. Model Kebijakan Ekowisata Karst
Di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya. Dibimbing OLEH HADI
SUSILO ARIFIN, RINA MARDIANA, dan SRI MULATSIH

Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya, memiliki bentang alam karst
tropis terluas di kawasan Kepala Burung Papua sehingga memberikan peluang
besar bagi pengembangan ekowisata karst daratan. Posisi Kabupaten Maybrat yang
berada dalam satu provinsi dengan Kabupaten Raja Ampat sebagai destinasi wisata
kelas dunia juga membuka peluang integrasi kebijakan ekowisata karst darat dan
laut. Di sisi lain, tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya Pendapatan Asli
Daerah (PAD) menjadikan ekowisata karst sebagai alternatif pembangunan yang
berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan
kelestarian lingkungan dan budaya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kondisi eksisting ekowisata
di Kabupaten Maybrat; (2) menganalisis potensi ekowisata karst berbasis
geodiversitas, biodiversitas, dan etnodiversitas; (3) memetakan kebijakan
ekowisata karst pada level makro, meso, dan mikro; serta (4) merancang model
kebijakan ekowisata karst di Kabupaten Maybrat. Data dikumpulkan melalui
interpretasi citra resolusi tinggi, pemetaan partisipatif, observasi lapangan, diskusi
kelompok terarah (focus group discussion atau FGD), studi literatur, dan kuesioner
pakar. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, Sistem Informasi
Geografis (GIS), analisis spasial, dan Interpretive Structural Modeling (ISM).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek daya tarik wisata di Kabupaten
Maybrat layak dikembangkan, tetapi masih sangat memerlukan penguatan
aksesibilitas, amenitas, sarana, dan prasarana. Sementara itu, kebijakan pariwisata
masih bersifat umum, berorientasi pada objek wisata yang telah dikenal, dan belum
didukung oleh data ilmiah karst yang memadai. Masyarakat adat juga belum
ditempatkan sebagai aktor utama dan belum memperoleh manfaat ekonomi secara
optimal.

Kawasan Karst Maybrat memiliki nilai konservasi nasional dan global karena
mengintegrasikan geodiversitas, biodiversitas, dan etnodiversitas dalam satu
kesatuan kawasan. Namun, kebijakan formal belum sepenuhnya didasarkan pada
perlindungan fungsi ekologis, hidrologis, dan ruang adat sehingga berpotensi
menimbulkan konflik ruang serta mengancam keberlanjutan kawasan.

Rancangan peta zonasi bentang alam karst dan peta zonasi budaya merupakan
strategi untuk memperkecil kesenjangan antara kebijakan tata ruang formal dan
sistem ruang adat sekaligus memperkuat perlindungan ekologis dan budaya
kawasan karst. Integrasi zonasi bentang alam karst dan zonasi budaya menghasilkan
model zonasi ruang ekowisata karst yang dirancang untuk menjawab berbagai
permasalahan, kendala, dan ancaman dalam pengembangan ekowisata di
Kabupaten Maybrat. Model tersebut memberikan arahan perlindungan kawasan,
pengendalian pemanfaatan ruang, penetapan arah pengembangan, dan perumusan
kebijakan sesuai dengan sensitivitas setiap zona. Dengan demikian, model zonasi
tersebut dapat menjadi strategi untuk mengurangi kesenjangan kebijakan,



menyelesaikan konflik ruang adat—formal, dan mengharmoniskan kepentingan
sektoral.

Integrasi GIS dan ISM menghasilkan 24 elemen kunci kebijakan.
Keberhasilan pengembangan ekowisata Karst Maybrat ditentukan oleh kebijakan
fondasi atau penggerak utama, yaitu sinkronisasi kebijakan lintas sektor; penetapan
Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) dan pengembangan geopark; registrasi
cagar budaya nasional; penetapan cagar budaya daerah; penyusunan Peraturan
Daerah (Perda) dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasi) tentang ekowisata karst;
delineasi wilayah adat; pengakuan zonasi adat; penerapan aturan pamali; serta
penguatan kelembagaan kolaboratif.

Kebijakan tersebut memberikan kepastian hukum, legitimasi ruang, kejelasan
pembagian kewenangan, serta perlindungan terhadap kawasan karst dan hak
masyarakat adat. Penerapannya diharapkan menghasilkan keluaran kebijakan
berupa perlindungan fungsi hidrologis dan ekologis, dukungan pendanaan nasional,
serta distribusi manfaat ekonomi yang adil.

Berdasarkan pendekatan tata kelola multilevel, penelitian ini menghasilkan
empat intervensi kebijakan prioritas, yaitu: (1) delineasi wilayah adat dan
penerapan aturan adat atau pamali; (2) penyusunan Perda dan Perdasi tentang
pengakuan zonasi adat serta integrasi destinasi Raja Ampat—Maybrat; (3) registrasi
dan pengusulan cagar budaya; serta (4) pengusulan penetapan KBAK dan
pengembangan Geopark Nasional. Intervensi tersebut diarahkan untuk melindungi
fungsi ekologis karst, memperkuat hak dan peran masyarakat adat,
mengembangkan aktivitas ekonomi lokal, mendistribusikan manfaat ekonomi
secara adil, mengharmoniskan tata kelola, dan mengurangi konflik ruang.

Model ini menempatkan masyarakat adat sebagai aktor inti sekaligus
penyedia substansi kebijakan, pemerintah daerah sebagai regulator dan
penghubung, serta pemerintah pusat sebagai penyedia legitimasi, standar,
dukungan kebijakan, dan pendanaan. Pembagian peran tersebut diarahkan untuk
mewujudkan pengembangan ekowisata karst yang berkelanjutan, kolaboratif, dan
berkeadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi geodiversitas, biodiversitas,
dan etnodiversitas ke dalam satu model kebijakan spasial yang menggabungkan
zonasi bentang alam karst dengan zonasi budaya masyarakat adat. Model ini tidak
hanya menghasilkan pembagian ruang, tetapi juga menghubungkan setiap zona
dengan skenario pengembangan, arahan kebijakan multilevel, prioritas intervensi
berdasarkan ISM, mekanisme dampak kebijakan, dan distribusi manfaat ekonomi.

Pendekatan bottom-up menempatkan delineasi wilayah adat dan aturan
pamali sebagai basis data sekaligus sumber legitimasi bagi kebijakan daerah dan
nasional. Dengan demikian, kebaruan model ini adalah terbentuknya kerangka
kebijakan ekowisata karst terpadu yang berfungsi sebagai instrumen konservasi,
penguatan ruang adat, harmonisasi tata kelola, dan penyelesaian konflik ruang
adat—formal, sekaligus mengarahkan manfaat ekonomi kepada masyarakat adat
sebagai aktor utama.

Kata kunci: ekowisata karst Maybrat, Interpretative Structural Modelling (ISM),
model kebijakan ekowisata, tata kelola multi-level, zonasi kawasan
karst.



SUMMARY

AFIA EKSEMINA PHASCALINA TAHOBA. Karst Ecotourism Policy Model in
Maybrat Regency, Southwest Papua Province. Supervised by HADI SUSILO
ARIFIN, RINA MARDIANA, and SRI MULATSIH.

Maybrat Regency, Southwest Papua Province, contains the most extensive
tropical karst landscape in the Bird’s Head region of Papua, providing significant
opportunities for the development of terrestrial karst ecotourism. Its location within
the same province as Raja Ampat Regency, a world-class tourism destination, also
creates opportunities for integrating terrestrial and marine karst ecotourism policies.
At the same time, the high poverty rate and low level of locally generated revenue
(Pendapatan Asli Daerah—PAD) make karst ecotourism a potential alternative
development strategy for improving community welfare without compromising
environmental and cultural sustainability.

This study aimed to: (1) analyze the existing conditions of ecotourism in
Maybrat Regency; (2) assess karst ecotourism potential based on the geodiversity,
biodiversity, and ethnodiversity of the karst landscape; (3) map karst ecotourism
policies at the macro, meso, and micro levels; and (4) formulate a karst ecotourism
policy model for Maybrat Regency. Data were collected through high-resolution
satellite imagery interpretation, participatory mapping, field observations, focus
group discussions (FGDs), literature reviews, and expert questionnaires. The data
were analyzed using qualitative descriptive analysis, Geographic Information
Systems (GIS), spatial analysis, and Interpretive Structural Modeling (ISM).

The results indicate that tourism attractions in Maybrat Regency are suitable
for further development but still require substantial improvements in accessibility,
amenities, facilities, and infrastructure. Existing tourism policies remain general,
focus primarily on established tourism attractions, and are not yet supported by
adequate scientific data on karst landscapes. Indigenous communities have also not
been positioned as principal actors and have not received optimal economic
benefits.

The Maybrat Karst Landscape has national and global conservation
significance because it integrates geodiversity, biodiversity, and ethnodiversity
within a single landscape. However, formal policies have not yet been fully
grounded in the protection of ecological and hydrological functions or indigenous
spatial systems, thereby increasing the potential for spatial conflict and threatening
the long-term sustainability of the landscape.

The proposed karst landscape zoning map and indigenous cultural zoning
map provide a strategy for reducing disparities between formal spatial planning
policies and indigenous spatial systems while strengthening the ecological and
cultural protection of the karst landscape. Integrating karst landscape zoning with
cultural zoning produced a karst ecotourism spatial zoning model designed to
address the problems, constraints, and threats associated with ecotourism
development in Maybrat Regency. The model provides guidance for landscape
protection, controlled spatial use, the determination of development directions, and
the formulation of policies according to the sensitivity of each zone. It therefore
offers a strategy for reducing policy disparities, resolving indigenous—formal spatial
conflicts, and harmonizing competing sectoral interests.
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The integration of GIS and ISM identified 24 key policy elements. The
successful development of Maybrat karst ecotourism is determined by several
foundational or principal driving policies, including cross-sectoral policy
harmonization; designation of the Karst Landscape Area (Kawasan Bentang Alam
Karst—KBAK) and geopark development; registration of nationally recognized
cultural heritage; designation of cultural heritage at the regional level; formulation
of Regional Regulations (Peraturan Daerah—Perda) and Special Regional
Regulations (Peraturan Daerah Khusus—Perdasi) on karst ecotourism; delineation
of indigenous territories; formal recognition of indigenous zoning; implementation
of customary pamali rules; and strengthening of collaborative institutions.

These policies provide legal certainty, spatial legitimacy, a clear division of
authority, and protection for both the karst landscape and the rights of indigenous
communities. Their implementation is expected to produce policy outputs that
include the protection of hydrological and ecological functions, national funding
support, and the equitable distribution of economic benefits.

Based on a multilevel governance approach, the study identified four priority
policy interventions: (1) delineating indigenous territories and implementing
customary or pamali rules; (2) formulating Perda and Perdasi concerning the
recognition of indigenous zoning and the integration of Raja Ampat—Maybrat
tourism destinations; (3) registering and proposing cultural heritage sites for formal
designation; and (4) proposing KBAK designation and developing a National
Geopark. These interventions are directed toward protecting karst ecological
functions, strengthening the rights and roles of indigenous communities, developing
local economic activities, ensuring the equitable distribution of economic benefits,
harmonizing governance arrangements, and reducing spatial conflicts. The model
positions indigenous communities as the core actors and primary providers of
policy substance, local governments as regulators and intermediaries, and the
national government as the provider of legal legitimacy, standards, policy support,
and funding. This distribution of roles is intended to support sustainable,
collaborative, and equitable karst ecotourism development.

The novelty of this study lies in the integration of geodiversity, biodiversity,
and ethnodiversity into a unified spatial policy model that combines karst landscape
zoning with the cultural zoning systems of indigenous communities. The model not
only produces a spatial classification but also links each zone to development
scenarios, multilevel policy directions, ISM-based intervention priorities, policy
Impact mechanisms, and economic benefit-distribution arrangements. The bottom-
up approach positions the delineation of indigenous territories and the
Implementation of pamali rules as both a primary data foundation and a source of
legitimacy for regional and national policies. Accordingly, the novelty of the model
lies in establishing an integrated karst ecotourism policy framework that functions
as an instrument for conservation, the strengthening of indigenous spatial rights,
governance harmonization, and the resolution of indigenous—formal spatial
conflicts, while directing economic benefits toward indigenous communities as the
principal actors
Keywords: ecotourism policy model, interpretative structural modelling (ISM),

karst landscape zoning, maybrat karst ecotourism, multi-level
governance.
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